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Abstrak

Dari fakta sesungguhnya masih banyak
Perkawinan usia dini yang terjadi, baik di
pedesaan bahkan di kota-kota besar. Banyak faktor
yang dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan
diusia dini antara lain karena faktor budaya, faktor
pendidikan, tekanan ekonomi, faktor sosial, faktor
dalih agama, faktor modernisasi.

Dengan terjadinya pernikahan usia dini
berarti telah merenggut Hak Anak untuk hidup dan
berkembang secara wajar. Untuk mengatasi
keadaan ini tentunya dituntut peran orang tua
untuk mendidik dan mencegah pernikahan dini
terhadap anak- anaknya sesuai ketentuan Pasal 26
avat lc¢ Undang-Undang Perlindungan Anak,
dimana Orang tua wajib dan bertanggungjawab
mencegah perkawinan pada usia anak-anak.
Disamping itu juga dituntut peran guru,
masyarakat, pemerintah, untuk memberikan
perlindungan dan memperhatikan masa depan
anak yang akan melanjutkan pembangunan
bangsa dan negara Indonesia dimasa mendatang.

Tingginya angka pernikahan anak usia dini
ini menunjukkan pemberdayaan Law enforcement
Hukum Perkawinan masih rendah. Oleh karena itu
agar ketentuan Undang-Undang Perkawinan
benar-benar dapat ditegakkan adalah sangat
penting dan perlu segera dilaksanakan
penyesuaian Undang-Undang Perkawinan yang
memiliki perspektif perlindungan hukum terhadap
anak. Dengan demikian terjadinya perkawinan
usia dini dapat dihindarkan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak usia dini,
Perkawinan.

Abstract

It is a fact that early age marriage happens in
rural areas, even in urban areas. There are many
factors which may affect early age marriage such
as culture, education, economic, social, religion, or
even modernization factors.

By arranging early age marriage, it means
that the arranger has eliminate the child's rights to
[ive and develop normally. To overcome this events,
parents'role in educaling and preventing early age
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marriage is needed according to Child Protection
Laws Article 26 paragraph | ¢ where parents are
required and obliged (o prevents early age
marriage. Beside parents' roles, teachers,
communities, and governmen! are also required in
providing protection for the children's future who
will ensure the development of Indonesia in the

future time.

High number of early age marriages shows
that the Law enforcement is low. For the law (o be
enforced, some adjustments to Marriage Law is
needed especially adjustment for childrens
protection perspective so the early uge marriage
may be avoided.

Keywords : Law Protection, Early age child,
Marriage.
PENDAHULUAN.

Perkawinan merupakan suatu lembaga
penting dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga
ini telah ada pengaturannya dalam Undang-
Undang Nasional yaitu dalam Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 dengan peraturan
pclaksanannya Peraturan Pemerintah (PP) No 9
Tahun 1975. Dalam Undang-Undang Nasional
Perkawinan didefinisikan sebagai "Suatu ikatan
lahir bathin antara seorang pria dan scorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga/rumah tangga bahagia,
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
(Ketentuan pasal 1 UU no I tahun 1974).

Suatu ikatan lahir bathin disini dimaksudkan
sebagai suatu pertalian jiwa, yang terjalin karcna
kemauan yang sama dan ketkhlasan antara seorang
pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama
scbagai suami isteri. Hal ini tentunya diawali dan
ditandal dengan suatu persetujuan dari calon
mempelai. Ikatan lahir bathin inilah akan
merupakan suatu dasar dalam membentuk dan
membina keluarga yang bahagia dan kekal.
Pernyataan ini dapat diartikan bahwa dengan
dilangsungkannya suatu perkawinan bukan berarti
dilaksanakan hanya untuk sementara waktu atau
untuk jangka waktu tertentu saja, tctapi
dimaksudkan untuk dilangsungkan seumur hidup
atau selamanya. Dengan perkataan lain dapat
dikatakan bahwa terjadinya perccraian hanya
diperbolchkan apabila memang keadaan sudah
sangat terdesak atau terpaksa saja.

Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang
Perkawinan (UUP) menentukan bahwa hak dan
kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga
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